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 PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
Prinsip good governance tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan hak dan wewenang didalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan  Peraturan  Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Walikota selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

[bookmark: _Toc124875524]Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 
Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 disusun secara lengkap dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Per Undang-Undangan yang berlaku. Dengan berlandaskan semangat KEREN (Kolaboratif, Efektif, Responsif, Efisien dan Akuntabel) mendorong terbentuknya keinginan untuk selalu menjalin sinergitas antar unsur demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu Laporan Keuangan ini disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah, dengan : 
a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah dan mengenai perubahan atas posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah ; 
b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi ; 
c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhap anggarannya ; 
d. Menyediakan informasi mengenai cara entis akuntasi mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya ; 
e. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntasi dalam mendanai aktivitasnya ; 
f. Menyediakan informasi keuangan secara konprehansif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana ; 
g. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar menyediakan informasi mengenai belanja, aset & kewajiban beban serta ekuitas dana. 




[bookmark: _Toc124875525]Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 
Pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangana pemerintah, antara lain : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (2);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 184 Ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentangPenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
p. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
q. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
r. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Denpasar;
s. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 80 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
t. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 81 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar
u. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
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Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar ata laporan keungan. Adapun sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
Bab I   Pendahuluan 
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keungan 
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 
1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan 
Bab II  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 
 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 
 2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian target yang telah
	  ditetapkan 
Bab III   Kebijakan Akuntasi Yang Penting 
  3.1   Entitas Akuntasi Pelaporan Keuangan 
3.2  Basis Akuntasi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 
3.3  Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
	    Keuangan 
3.4  Penerapan Kebijakan Akuntasi sesuai Standar Akuntasi
	    Pemerintahan
Bab IV  Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 
	      4.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 
		   4.1.1 Belanja 
		   4.1.2 SILPA 
	     4.2 Pos-pos Neraca 
		    4.2.1 Aset
		    4.2.2 Aset Tetap
		    4.2.3 Aset Lainnya 
		     4.3 Kewajiban	
		     4.3.1 Ekuitas 
	    4.4 Pos-pos Laporan Operasional 
		   4.4.1 Beban 
		   4.4.2 Surplus (Defisit) – LO 
	    4.5 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 
		  4.5.1 Ekuitas Awal 
		  4.5.2 Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan 
		  4.5.3 Ekuitas Akhir 
Bab V Penutup 
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BAB II 
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 
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Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.564.111.804,00 atau 82,08% dari anggaran yang telah tersedia sebesar Rp. 18.961.239.451,00. Sebagaimana dalam tabel berikut : 
Tabel 2.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	Kode
	Uraian
	Anggaran
	Realisasi
	Sisa 
	%

	Rek.
	
	(Rp)
	(Rp)
	Anggaran
	

	[bookmark: RANGE!A3]2
	Belanja
	18,961,239,451
	15,564,111,804
	3,397,127,647
	82.08%

	2.1
	Blj. Operasi
	18,961,239,451
	15,564,111,804
	3,397,127,647
	82.08%

	2.1.1 
	Blj. Pegawai
	9,840,564,763
	8,937,190,328
	903,374,435
	90,82%

	2.1.2
	Blj.Brg & Jasa
	8,267,770,688
	5,815,343,631
	2,452,427,057
	70,34%

	2.1.5
	Belanja Hibah
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Blj.Modal
	852,904,000
	811,577,845
	41,326,155
	95,15%

	 
	Suplus/(Defisit)
	18,961,239,451
	15,564,111,804
	10,191,382,941
	82,08%


Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar TA.2025

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2025, diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun  Anggaran 2025,  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  Kota  Denpasar menganggarkan  Belanja Daerah sebersar  Rp. 18.961.239.451,00 terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp. 9.840.564.763,00, belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.267.770.688,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 852.904.000,00. Menyikapi Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 tersebut, beberapa strategi yang telah di tempuh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Antara Lain :
a. Belanja Daerah disusun berdasarkan skala prioritas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat ; 
b. Belanja Daerah pada tiap kegiatan diupayakan dengan tolak ukur dan target kinerjanya dalam rangka mewujudkan tujuan Organisasi ; 
c. Belanja Daerah dilaksanakan sesuai program, kegiatan yang telah ditetapkan ; 
d. Belanja Daerah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif dalam mewujudkan sasaran kinerja. 

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pladfon Anggaran yang telah disepakati, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar mempunyai 5 program yang terdiri dari 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan. 
Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar  yang dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 
A. Belanja Langsung 
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
· Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
· Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
· Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
· Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
· Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
· Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
· Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2) Program Informasi dan Komunikasi Publik
a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
· Relasi Media 
· Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
· Diseminasi Informasi
· Pengelolaan media komunikasi publik
· Penyusunan Konten
3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
· Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
· Penyelenggaraan Pusat kendali pemerintah daerah
· Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE
· Pembangunan /atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
· Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah
4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral :
· Peningkatan kualittas data statistik sektoral
· Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia
5) Program Penyelenggaraan Persandian / Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi :
· Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar menurut kegiatan dapat diproyeksikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut : 

 Tabel 2.2
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas 
Komunikasi, Informasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2025 (Menurut Kegiatan)

	[bookmark: RANGE!A1]No
	Kegiatan
	Jumlah Anggaran
	Jumlah Realisasi
	%

	 
	Belanja
	18,961,239,451
	15,564,111,804
	82,08

	A
	Belanja Langsung
	18,961,239,451
	15,564,111,804
	82,08

	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	9,840,564,763
	8,937,190,328
	90,82%

	2
	Penyediaan Peralatan dan Persediaan kantor
	2,817,031,358
	1,840,762,259
	65,34%

	3
	Pernyediaan Peralatan Rumah Tngga
	93,959,280
	60,748,376
	64,65%

	4
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	41,715,950
	30,502,101
	73,12%

	5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	82,016,000
	53,938,782
	65,77%

	6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	630,651,700
	492,125,362
	78,03%

	7
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	107,480,000
	57,004,472
	53,04%

	8
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	189,512,000
	134,809,580
	71,14%

	9
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	38,975,000
	29,121,500
	74,72%

	10
	Layanan Hubungan Media
	657,275,000
	483,195,482
	73,51%

	11
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	443,361,400
	335,078,316
	75,58%

	12
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
	150,750,000
	90,750,000
	60,20%

	13
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	286,825,000
	253,977,002
	88,55%

	14
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik
	186,064,000
	105,666,036
	56,79%

	15
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	174,250,000
	142,044,004
	81,52%

	16
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	107,200,000
	54,435,000
	50,78%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	17
	Membangun Metadata Statistik Sektoral
	2,832,175,000
	2,153,803,101
	76,05%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	18
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	34,600,000
	32,190,000
	93,03%
	

	19
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	62,650,000
	58,174,999
	92,86%
	

	20
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	184,219,000
	166,390,854
	90,32%
	

	 
	Total
	18,961,275,451
	15,564,111,804
	82,08%
	



[bookmark: _Toc124875529]Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan
Dalam pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025 serta dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tetap mengedepankan prinsip efesiensi dan skala prioritas dalam pembelanjaan daerah. Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar telah mencapai 82,08 %. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025 sudah mencapai target.
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BAB III 
KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

[bookmark: _Toc124875531][bookmark: _Hlk124876687]Entitas Akuntansi Masing-Masing Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Adaupun entitas atau pos-pos dalam laporan keuangan berdasarkan panduan penyusunan BAS untuk pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pemendagri 64/2013 sebagaimana diuraikan berikut ini:
a. Pendapatan LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terklasifikasi sebagai dinas non pendapatan adaupun contoh klasifikasi Akun Pendapatan-LRA sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
	Kode Akun
	Nama Akun

	4.0.0.00.00
	PENDAPATAN – LRA

	4.1.0.00.00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA

	4.1.1.00.00
	Pendapatan Pajak Daerah – LRA

	4.1.2.00.00
	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

	4.1.3.00.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

	4.1.4.00.00
	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA

	4.2.0.00.00
	PENDAPATAN TRANSFER-LRA

	4.2.1.00.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA

	4.2.2.00.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LRA

	4.2.3.00.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA

	4.2.4.00.00
	Bantuan Keuangan – LRA

	4.3.0.00.00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA

	4.3.1.00.00
	Pendapatan Hibah – LRA

	4.3.2.00.00
	Dana Darurat – LRA

	4.3.3.00.00
	Pendapatan Lainnya – LRA




b. Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi Akun Belanja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
	Kode Akun
	Nama Akun

	5.0.0.00.00
	BELANJA

	5.1.0.00.00
	BELANJA OPERASI

	5.1.1.00.00
	Belanja Pegawai

	5.1.2.00.00
	Belanja Barang dan Jasa

	5.1.3.00.00
	Belanja Bunga

	5.1.4.00.00
	Belanja Subsidi

	5.1.5.00.00
	Belanja Hibah

	5.1.6.00.00
	Belanja Bantuan Sosial

	5.2.0.00.00
	BELANJA MODAL

	5.2.1.00.00
	Belanja Modal Tanah

	5.2.2.00.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	5.2.3.00.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	5.2.4.00.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

	5.2.5.00.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	5.3.0.00.00
	BELANJA TAK TERDUGA

	5.3.1.00.00
	Belanja Tak Terduga



c. Pendapatan-LO
LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Adaupun Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terklasifikasi sebagai dinas non pendapatan. Adaupun contoh klasifikasi Akun Pendapatan LO sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:



	Kode Akun
	Nama Akun

	8.0.0.00.00
	PENDAPATAN – LO

	8.1.0.00.00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

	8.1.1.00.00
	Pendapatan Pajak Daerah – LO

	8.1.2.00.00
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO

	8.1.3.00.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

	8.1.4.00.00
	Lain-lain PAD Yang Sah – LO

	8.2.0.00.00
	PENDAPATAN TRANSFER – LO

	8.2.1.00.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO

	8.2.2.00.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO

	8.2.3.00.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

	8.2.4.00.00
	Bantuan Keuangan – LO

	8.3.0.00.00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

	8.3.1.00.00
	Pendapatan Hibah – LO

	8.3.2.00.00
	Dana Darurat – LO

	8.3.3.00.00
	Pendapatan Lainnya – LO

	8.4.0.00.00
	SURPLUS NON OPERASIONAL – LO

	8.4.1.00.00
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

	8.4.2.00.00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

	8.4.3.00.00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

	8.5.0.00.00
	PENDAPATAN LUAR BIASA – LO

	8.5.1.00.00
	Pendapatan Luar Biasa – LO



d. Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi Akun Beban sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:




	Kode Akun
	Nama Akun

	9.0.0.00.00
	BEBAN

	9.1.0.00.00
	BEBAN OPERASI – LO

	9.1.1.00.00
	Beban Pegawai – LO

	9.1.2.00.00
	Beban Barang dan Jasa

	9.1.3.00.00
	Beban Bunga

	9.1.4.00.00
	Beban Subsidi

	9.1.5.00.00
	Beban Hibah

	9.1.6.00.00
	Beban Bantuan Sosial

	9.1.7.00.00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi

	9.1.8.00.00
	Beban Penyisihan Piutang

	9.1.9.00.00
	Beban Lain-lain.

	9.2.0.00.00
	BEBAN TRANSFER

	9.2.1.00.00
	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

	9.2.2.00.00
	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

	9.2.3.00.00
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

	9.2.4.00.00
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

	9.2.5.00.00
	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

	9.2.6.00.00
	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

	9.3.0.00.00
	DEFISIT NON OPERASIONAL

	9.3.1.00.00
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO

	9.3.2.00.00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

	9.3.3.00.00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO



e. Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Klasifikasi akun aset dapat dilihat pada tabel berikut:


	Kode Akun
	Nama Akun

	1.0.0.00.00
	Aset

	1.1.0.00.00
	Aset Lancar

	1.1.1.00.00
	Kas dan Setara Kas

	1.1.2.00.00
	Investasi Jangka Pendek

	1.1.3.00.00
	Piutang Pendapatan

	1.1.4.00.00
	Piutang Lainnya

	1.1.5.00.00
	Penyisihan Piutang

	1.1.6.00.00
	Beban Dibayar Dimuka

	1.1.7.00.00
	Persediaan

	1.1.8.00.00
	Aset Untuk Dikonsolidasikan

	1.2.0.00.00
	Investasi Jangka Panjang

	1.2.1.00.00
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen

	1.2.2.00.00
	Investasi Jangka Panjang Permanen

	1.3.0.00.00
	Aset Tetap

	1.3.1.00.00
	Tanah

	1.3.2.00.00
	Peralatan dan Mesin

	1.3.3.00.00
	Gedung dan Bangunan

	1.3.4.00.00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	1.3.5.00.00
	Aset Tetap Lainya

	1.3.6.00.00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan

	1.3.7.00.00
	Akumulasi Penyusutan

	1.4.0.00.00
	Dana Cadangan

	1.4.1.00.00
	Dana Cadangan















f. Kewajiban
Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Adaupun klasifikasi dari akun Kewajiban sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
	Kode Akun
	Nama Akun

	2.0.0.00.00
	Kewajiban

	2.1.0.00.00
	Kewajiban Jangka Pendek.

	2.1.1.00.00
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

	2.1.2.00.00
	Utang Bunga

	2.1.3.00.00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

	2.1.4.00.00
	Pendapatan Diterima Dimuka.

	2.1.5.00.00
	Utang Beban

	2.1.6.00.00
	Utang Jangka Pendek Lainnya

	2.2.0.00.00
	Kewajiban Jangka Panjang

	2.2.1.00.00
	Utang Dalam Negeri

	2.2.2.00.00
	Utang Jangka Panjang Lainnya



g. Ekuitas
Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Adaupun klasifikasi Akun Ekuitas sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
	Kode Akun
	Nama Akun

	3.0.0.00.00
	Ekuitas

	3.1.0.00.00
	Ekuitas

	3.1.1.00.00
	Ekuitas

	3.1.2.00.00
	Ekuitas SAL

	3.1.3.00.00
	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
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Basis akuntasi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah Basis Akrual, yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Adaupun pengakuan pos-pos entitas akuntansi meliputi;
a. Laporan Keuangan disusun dan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya histori (historical cost) atau nilai wajar ; 
b. Entitas akuntansi pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar ;
c. Laporan Keuangan terdiri dari : 
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2) Neraca  
3) Laporan Operasional (LO)
4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5) Catatan atas Laporan Keuangan. (CaLK)
d. Laporan Keuangan yang disajikan dalam Rupiah, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dan dengan konsep biaya historis. 
e. Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan basis kas. 
f. Periode akuntasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun besangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran. 









3.2.1   Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan. 

Pengukuran adalan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Adaupun pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah meliputi;
a. Beban dan Belanja 
Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode  pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.
Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas umum daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang perse	diaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.
b. Kas
Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
c. Persediaan
Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan  apabila diperoleh dengan pembelian. Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik. Metode perpetual, dimana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Sedangkan metode periodik, untuk mengetahui jumlah persediaan akhir dengan melakukan perhitungan fisik ( stock opname) pada akhir periode. Metode yang dipakai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Kota denpasar.
d. Aset Tetap 
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
e. Konstruksi dalam pekerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
f. Aset lainnya (Aset Tidak Berwujud)
Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharpkan.

3.2.2	Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,  Ringkasan Penerapan Kebijakan Akun yang Penting Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Sesuai Dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

a. Kas dan Setara Kas
Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk mebiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib di pertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabrkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Kota Denpasar tidak terdapat setara kas.
b. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan, yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.
c. Aset Tetap 
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12  bulan untuk digunakan, disewakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
· Tanah
· Peralatan dan mesin
· Gedung dan bangunan
· Jalan, irigasi dan jaringan
· Aset tetap lainnya
· Kontruksi dalam pengerjaan
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
Berwujud ;
· Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
· Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 
· Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas. 
· Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan. 
· Merupakan obyek pemeliharaan atau memerlukan biaya untuk dipelihara.
· Memenihi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

d.  Aset Lainnya 
Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasian sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya menjadi kewenangan OPD meliputi aset tak berwujud dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas tak berwujud yan g memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi  adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. 

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah karena rusak berat, Usang, atau karena sedang menunggu Proses Pemindah tangganan direklasifikasi kedalam asset lain-lain.

e. Belanja dan Beban 
Dalam laporan realisasi anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja. Sedangkan laporan operasi (LO) menyebutnya dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual  yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle)
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Sedangkan belanja merupakan semua pengeluran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Beban di akui pada saat:
· Timbulnya kewajiban
· Terjadinya konsumsi aset
· Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa
· Belanja diakui pada saat:
· Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerahberdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung.
		Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan leh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas peakaian uang persediaan atau diterimanya SPJ fungsional oleh BUD. 
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BAB IV
 PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN
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4.1.1 Belanja 
Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah. 
Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana  Anggaran Kerja. 
Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 18.961.239.451,00 realisasi sebesar Rp.                                                                                                       15.564.111.804,00 atau mencapai 82,08%. 
Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terdiri dari : 
a. Belanja Operasi 
Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, dan Belaja Barang Jasa. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa. Sedangkan Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja gedung bangunan, belanja jalan/irigasi/jaringan dan aset tidak berwujud

 Dalam Tahun Anggaran 2025 terdapat anggaran sebesar Rp. 9.840.564.763,00 untuk Belanja Pegawai dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.8.937.190.328,00 atau mencapai 90,82%, terdapat anggaran sebesar Rp. 8.267.770.688,00 untuk Belanja Barang Jasa dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.5.815.343.631,00 atau mencapai 70,34%. Adapun tercantum dalam tabel sebagai berikut;
	Uraian
	Anggaran 2025
	Realisasi 2025
	%
	Realisasi2024

	BELANJA OPERASI
	                        18,961,239,451 
	               15,564,111,804 
	82.08%
	          13,803,631,305 

	Belanja Pegawai
	                          9,840,564,763 
	                8,937,190,328 
	90.82%
	            5,767,929,711 

	Belanja Barang dan Jasa
	                          8,267,770,688 
	                5,815,343,631 
	70.34%
	            7,460,701,594 




b. Belanja Modal
Belanja modal dengan anggaran Rp. 852.904.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 811.577.845,00 atau mencapai 95,15 %.

	Uraian
	Anggaran 2025
	Realisasi 2025
	%
	Realisasi 2024

	BELANJA MODAL
	                           852,904,000 
	                 811,577,845 
	95.15%
	             843,698,460 

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	                           852,904,000 
	                 811,577,845 
	95.15%
	             843,698,460 

	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	-
	-
	 
	-

	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
	-
	-
	 
	-

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
	-
	-
	 
	-








4.1.2 SILPA (Sisa Lebih Perhitugan Anggaran).
SILPA adalah Sisa Lebih Perhitugan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.  Adaupun SILPA dalam Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (Rp. 3.397.127.647), dengan Jumlah Saldo Anggaran sebesar Rp.18.961.239.451,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 15.564.111.804,00.
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4.2.1 Aset. 
 Ringkasan Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut;
Kas di Kas daerah 				Rp. -
Kas Di Bendahara Pengeluaran 		Rp. -
Persediaan 						Rp. 36.094.460
Yang terdiri dari : 
· ATK 					Rp.   7.153.795
· Alat listrik dan alat elektronik 	Rp.   1.581.195
· Materai 				Rp.    5.000.000
· Perabot Kantor	 		Rp.    2.587.008
· Suku Cadang				Rp.   -
· Bahan Bakar Minyak		Rp.   -
· Bahan Kantor Lainnya		Rp.        505.004
· Cetakan 				Rp.     3.632.447 
· Souvenir/Plakat			Rp.    -
· Bahan Komputer			Rp.     15.635.011
· Pakaian Olahraga			Rp.     -
4.2.2 Aset Tetap.
Ringkasan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut;
1. Tanah				Rp. 		-
2. Peralatan dan Mesin		Rp.  24.222.038.201,13
3. Gedung dan Bangunan	Rp.         82.060.000,00
4. Jalan,Irigasi,dan Jaringan	Rp.       974.559.665,00
5. Aset Tetap Lainnya		Rp.         43.946.650,00
6. Akumulasi Aset Tetap	Rp. (22.709.316.308,13)
Jumlah Aset Tetap		Rp.    2.613.288.208,00
4.2.3 Aset Lainnya.
1. Akumulasi Penyusutan
Aset Lain-lain		Rp.  (1.339.004.661,66)
2. Aset Tak Berwujud		Rp.      922.914.900,00
3. Akumulasi Amortisasi	Rp.  (922.914.900,00)
4. Aset Lain-Lain		Rp.   1.339004.661,66
5. Amortisasi ATB		Rp.     (922.914.900,00)
Jumlah Aset Lainnya		Rp.          922.914.900,00
	         Jumlah Aset adalah Rp. 2.649.382.668,00. 
1. Tanah
Merupakan tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik per 31 Desember 2025. 

	Uraian
	
	Nilai Perolehan

	Saldo Awal per 1 Januari 2025
	Rp
	-

	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
	Rp
	-



2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar per 31 Desember 2025 yang terdiri dari Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, dan Peralatan kantor lainnya. Rincian perhitungan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

	Uraian
	
	Nilai Perolehan

	Saldo Awal per 1 Januari 2025
	Rp
	24.222.038.201,13

	Saldo Akhir per 31 Desember 2025
	Rp
	24.222.038.201,13






3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan milik Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar antara lain, terdiri dari bangunan gedung kantor lainnya. Rincian perhitungan sebagai berikut:

	Uraian
	
	Nilai Perolehan

	Saldo Awal per 1 Januari 2025
	Rp
	82.060.000,00

	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
	Rp
	82.060.000,00



4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Merupakan Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar per 31 Desember 2025 yang terdiri dari instalasi dan jaringan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

	Uraian
	
	Nilai Perolehan

	Saldo Awal per 1 Januari 2025
	Rp
	974.559.665,00

	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
	Rp
	974.559.665,00



5. Aset Tetap Lainnya
Merupakan Aset Tetap lain yang dimiliki Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar per 31 Desember 2025 yang terdiri dari buku/barang perpustakaan, barang bercorak seni budaya dan olah raga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
	Uraian
	
	Nilai Perolehan

	Saldo Awal per 1 Januari 2025
	Rp
	43.946.650,00

	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
	Rp
	43.946.650,00




6. Aset –Aset Lainnya
Merupakan Aset Lain-Lain yang dimiliki Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar per 31 Desember 2025 berupa Aset Tak Berwujud berupa software senilai Rp.922.914.900,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut;

	Uraian
	
	Nilai Perolehan

	Saldo Awal per 1 Januari 2025
	Rp
	922.914.900,00

	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025
	Rp
	922.914.900,00  
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Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki Kewajiban/Hutang yang belum terbayarkan pada Tahun Anggaran 2025 total sebesar Rp.1.629.744 yaitu Hutang Telepon sebesar Rp.91.528, Hutang Listrik sebesar Rp.1.578.216, dalam hal ini Hutang tersebut akan dibayarkan pada Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2026. 
4.3.1 Ekuitas
Ekuitas dalam neraca Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 disajikan senilai  Rp. 2.647.752.924,00 yang merupakan perhitungan antara jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan nilai aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebesar Rp.2.649.382.668,00 yang dikurangi dengan kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang meningkat sebesar Rp.1.629.744,00.
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4.4.1 Beban
Jumlah Beban dalam Laporan Operasional tahun 2025 tersaji senilai Rp. 15.387.181.807,00, terdiri dari Beban Operasi meliputi dari Beban Pegawai Rp. 8.937.190.328,00 dan Beban Barang Jasa sebesar 5.807.159.738,00. Terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi senilai Rp. 642.831.741,00.
4.4.2 Surplus (Defisit)-LO 
Dari jumlah Beban tahun 2025 sebesar Rp. 15.387.181.807,00 terdapat Defisit sebesar (Rp. 15.387.181.807,00) 
Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 
4.5.1 Ekuitas Awal 
	Ekuitas Awal tahun 2025 sebesar Rp. 2.550.549.427,00 merupakan Ekuitas akhir tahun 2024. 
4.5.2 Perubahan Ekuitas 
	Dilihat dari jumlah Ekuitas awal dan Ekuitas akhir tahun 2025, terdapat perubahan ekuitas sebesar Rp. 97.203.497,00.
 4.5.3 Ekuitas Akhir 
	Besarnya Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Neraca Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.647.752.924,00.
















5. Barang Ekstra Kompatabel
Kebijakan akuntansi barang ekstrakomptabel mengatur pencatatan aset berwujud dengan nilai perolehan di bawah batas minimum kapitalisasi (<1 juta untuk peralatan/mesin,25 juta untuk gedung/bangunan). Barang ini dicatat sebagai beban/belanja barang (akun 52), tidak disusutkan, dan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).  Berikut barang ekstra kompatabel yang terdapat di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar.
Tabel 5.1
Barang Ekstra Kompatabel
	No
	Nama/Jenis Barang
	Merk/Type
	Bahan
	Tahun Pembuatan
	Jumlah Barang
	Harga

	1
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator
	Citizen / SDC 660, Casio / FX 82 ES, Casio / DM 14 Digits,  Casio / DM 14 Digits, Citizen / SDC 660 II 16 digits, dan Casio DM 1600S 16 digits
	
	2009, 2011, 2012, 2015
	21
	4.685.000

	2
	Lemari Besi/Metal
	
	BESI
	1996
	1
	150.000

	3
	Filing Cabinet Besi
	DATASCRIP / 4 PINTU
	BESI
	2002
	1
	420.000

	4
	White Board
	MILLENIUM, SANZIBA, Mitsubishi, dan V-Tec
	KAYU dan Plastik
	2001, 2005, 2009, 2010,  2013
	12
	2.825.000

	5
	Alat Kantor Lainnya
	Kotak Pengaduan
	plastik
	2013
	4
	1.200.000

	6
	Meja Kerja Kayu
	1/2 BIRO
	KAYU
	2001 dan 2006
	15
	3.030.000

	7
	Kursi Kayu
	
	kayu/rotan
	2009 dan 2010
	20
	9.735.000

	8
	Meja 1/2 Biro
	1/2 BIRO
	KAYU
	2001 dan 2002
	10
	11.985.000

	9
	Kursi Rapat
	CHITOSE
	BESI/SPON
	2002 dan 2010
	55
	18.062.500

	10
	Kursi Putar
	Welcome
	
	2009
	4
	1.757.000

	11
	Kipas Angin
	Miyako
	
	2011 dan 2013
	2
	412.500

	12
	Teko Listrik
	CTL 120
	
	2013
	2
	550.000

	13
	Tabung Gas
	
	BESI
	2001
	1
	150.000

	14
	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )
	
	BESI/PLASTI K
	2002
	1
	225.000

	15
	Wireless
	TOA
	Plastik
	1998 dan 2005
	3
	600.000

	16
	Microphone
	Master / K7
	Besi
	2019
	10
	2.970.000

	17
	Microphone Floor Stand
	Kohltz / Mic Holder
	Besi
	2019
	10
	4.235.000

	18
	Microphone Table Stand
	Bismark / 201
	Besi
	2019
	8
	1.434.400

	19
	Handy Cam
	SONY
	PLASTIK
	2005
	1
	150.000

	20
	Alat Rumah Tangga Lain-lain
	Terali besi
	besi
	2008, 2010, 2011,2013
	75
	19.524.000

	21
	Meja Kerja Pejabat Eselon III
	1 BIRO dan DONATI / DENGAN SANDARAN
	KAYU
	2001
	2
	910.000

	22
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf
	Chitose
	
	2008
	25
	8.725.000

	23
	Microphone/Wireless MIC
	
	BESI/PLASTI K
	2002
	11
	490.000

	24
	Microphone/Boom Stand
	Stand Mic
	Besi/Platik
	2019
	8
	2.800.000

	25
	peralatan studio audio lainnya (dst)
	KIPAS ANGIN dan Corong ZH-2015
	
	2007,2010, 2012
	25
	7.905.000

	26
	Head Set
	SENNHEISER / RS 30
	PLASTIK
	2006
	1
	420.000

	27
	Alat Studio Video Lainnya
	Box Hardcase
	Besi
	2019
	2
	649.000

	28
	Telephone Mobile
	Flexi
	PLASTIK
	2010
	1
	349.999

	29
	alat komunikasi sosial lainnya (dst)
	
	BESI/PLASTI K
	2002 dan 2003
	29
	4.062.930

	30
	Serial Printer
	UMAX / 4900
	BESI/PLASTI K
	2003
	1
	400.000

	31
	Peralatan Personal Komputer lainnya
	FLASH DISK, Logitech wireless mouse, Mouse wireless logitech,  HDMI Splitter / UHD 4Kx2K,  dan HDTV Cable / HDTV 1080P
	
	2007, 2009, 2010, 2014, 2016, 2021
	56
	18.220.000

	32
	Switch
	D-Link / DGS-108GL
	Besi
	2022
	9
	3.801.000

	33
	Peralatan Jaringan lainnya
	D-Link / DGS-108, Pathcord Singlemode, U GREEN, mikrobits / SFP1.25G1310N M
	Besi dan plastik 
	2009, 2018, 2022, 2024
	27
	10.379.400

	34
	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
	CHITOSE,  SANITEL, TERMINAL KABEL, KABEL ROLL, 8 GB, dan Mouse wireless logitech
	BESI/PLASTI K
	2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007,  2008, 2009, 2010, 2011,  2016
	772
	20.858.186,40

	35
	Buku Umum Lain-lain
	
	
	2011 dan 2018
	24
	1.778.800

	36
	Agama Hindu
	
	
	2018
	8
	581.000

	37
	buku agama lainnya (dst)
	
	
	2018
	1
	85.000

	38
	Teknologi
	
	
	2016
	58
	4.176.260
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BAB V 
PENUTUP
	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2025, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan secara keseluruhan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) . Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini, Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
· Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja, surplus/defisit, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam tahun anggaran 2025, Anggaran belanja sebesar Rp. 18.961.239.451,00, terealisasi sebesar Rp. 15.564.111.804,00 Atau mencapai 82,08 %.Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.397.127.647,00

· Neraca menyajikan informasi posisi keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025. Jumlah aset sebesar Rp. 2.649.382.668,00, sedangkan Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 1.629.744,00 dan Jumlah Ekuitas Sebesar Rp. 2.647.752.924,00.

· Laporan Operasional (LO), menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang tercemin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam tahun anggaran 2025 jumlah Beban sebesar Rp.  15.387.181.807,00, sehingga terdapat defisit-LO sebesar (Rp. 15.387.181.807,00). Sedangkan dalam Tahun 2024, jumlah beban sebesar Rp. 14.509.712.111,00 terdapat defisit sebesar (Rp. 14.509.712.111,00). Jika dibandingkan dengan Jumlah beban tahun 2024, pada Tahun 2025 terdapat kenaikan jumlah beban sebesar Rp. 877.469.696,00 atau 5,7 %. Kenaikan jumlah beban tersebut disebabkan karena adanya Kenaikan nilai penyusutan aset pada Tahun Anggaran 2025, hal ini secara langsung mempengaruhi Aset dan Penyusutan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. 

· Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO dan Ekuitas Akhir. Jumlah Ekuitas Awal sebesar   Rp. 2.550.549.427,00, sedangkan Jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp. 2.647.752.924,00. Sehingga terdapat perubahan ekuitas sebesar Rp.97.203.497,00.	

· Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terincian atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam rangka pengungkapan yang memandai. 
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2025 yang dapat kami jelaskan dengan sebenarnya.


Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar





Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos
NIP. 19740205199931010
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